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"RINGKASAN.

_ Sepertl kita ketahul bersama hahwa altuasi masyarakat ti-
dak selalu_berjalan aman, tenteram dan tertid, akan tetapi Ju-
ga terdapat keadaan yang sebaliknya. Gangguan terhadep keaman-
an dan ketertiban magyarakat sering muncul dalam bentuk keja-
hatan, pelanggaran maupun maslah~masalah sosial lainnya. Apa-
lagl di wilaysh kecamatan Mranggen yang letaknya berbatasan
dengan wilayah Kodia Semarang, dimana keadaan masyarakathya se-
dang mengalami perubahan sosial yang besar. ,

- Dalam situasli sepertli ini sering muacul masalah-masalah
Yang pada dasarnya merupakan gangguan terhadap situasl Kam-
tibmas. Lebih-lebih di wilajah Mrahggen 4ini banyak berdiri/

muncul perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik) dan banyak bermun-
 culan kompleks-kompleks perumahan, yang berakibat wilayah ini
potensial rawan terhadap masalah Kamtibmas. Kesemuanya ini me-
nuntut kesiapan aparat keamanan (kepolisian) dan aparat terka-
it lainnya untuk segera menangani dan terus memantau keadaan.
Dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Mranggen merupakan u-
jung tombaknya, karena aparat kepolisian inilah yang paling
berkompeten dalam hal térjadinya gangguan Kamtibmas.

Tugas Polri untuk menyelenggarakan Kamtihmas ini didasar-
kan pada UU No.13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI yaitu
pada pasal 1,2, dan 18(2), yang kemudian ditegaskan lagi dalam
Kepres RI No.52/1969 juncto Kepres RI No.?/1974 dan UU No.20
tahun 1982.

Sehubungan dengan masalah gangguan Kamtibmas di wilayah
Mranggen ini, Polsek Mranggen telab mengantisipasi keadaan dan
telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, baik yang
bersifat preventif maupun represif kepolisian. Melalui fungsi-
tungsi di tubuh Polri (Sabhara, Lantas, Reserse, Intel dan Bim~-
mas) telah diambil kebijakan untuk menghadapi berbagal keadaan.

Disamping optimalisasi dari fungsei- fungsi tersebut, suatu
langkah kebijakan telah diambil oleh Polda Jateng dalam kaltan-
nya dengan penyelenggaraan Kamtibmas ini adalah dengan diintro=

dusirnya Babinkamtibmas, # 7 tahun yang lalu. Babinkamtibmas 1i-



 dilaksanakan dengan cara menerjunkan bintara Polri di tiap-
ap desa/kelurahan guna membimbing masyarakat dalam bidang
Imtibmas. Untuk wilayah kecamatan Mranggen yang terdiri dari

} desa, telah diterjunken sebanyak 19 orang petugas Babin-
mtibmaa.

Penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah kecamatan Mranggen
cara umum tidak banyak menghadapi masalah serius karena a-

nya koordinasl yang mantap antara berbagal instansi terkait.

tapi, hambatan-hambatan tetap saja ditemul seperti : rendah-

ya partisipasi masyarakat, terbatsnya jumlah personil Polrd,
erta terbatshya sarana dan prasarana. Semua ini menjadi tan-

tangan bagi Polri di dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa
lan negara.
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SUMMARY.

As we all know, public conditions do not always run
smoothly, peacefully and in orderly ways. They may take pla-
‘ce by contraries. Disturbances to the public security and
order often come up in the forms of crimes, offenses and o-
ther social problems. Moreover ths subdistrict of Mranggen
borders on the region ¢of Semarang Multicipality, where its
society are having a great social changing.

In such situation, many problems, basically constitu-
ting disturbances to the publiec security and order, have
been springing up. Above all, factories and housing com~
plexes appear in numbers at this subdistrict with the re-
sult that it has been potentially troudbled by problems of
the public segurity and order. All of thiése require readi
nees of all security apparaturs (police) and other inter-
related apparaturs to handle those conditions immediately
and keop monitoring them. In this way, the sectoral Police
of Mranggen become the spear top, because these apparaturs
are the most .competent in the matter of the happening of'
the public security and order disturbances.

The duties bf the Indoesian police in organizing pu-
blic security and order are-based on-dct aumber13/1961,

- of the subjects of the Indonesian Police, in aection 1, &,
and 18 article (2}, further -affirmed in the Presidential
Decree of Indonesian Republic number 52/1969 juncto the
Presidential Decree of Indonesian Republic Number 7/1974
and Act number 20/1982. '

Regarding the problems of the publict gecurity and
order disturbancea at this subdistrict, the sectoral poli-
ce of Mronggen have anticlipated these conditions snd ha-
ve taken all measures needed, either in the preventiive
forms or the represive ones. By means of functions in the
bodies of the police of Indonesian Republic (Sabhars, lan-
tas, reserk, intel and Binmas), spme polices have bean ta-
ken to deal with various situations.




Py

Besides doing optimalization for those funcfions,.re-

- glonal Police of Central Java also adopted another policy

connected to the execution of the police security and or-
der by introducing Babinkamtibmag approximately six years
ago. This have been carried out in the manner of dropping
Bintaras of the Indonesian police in every village or ke-
lurahan (political district administered by the lurah)

in order to lead the people in the field of the public
security and order. For Mranggen subdistrict consisting
of 19 villages, 16 personel of Babinkamtibmas have been
partieipated in. '

The carrying out of the public security and order
at Mranggem subdistrict, generally, doesn't have many se-
riocus problems because there is a astable coordination a-
mong interrelated instances. Yet, several obstacles still
remained. 1ike : low participation of the people, limited
personnel quantity of Indom¢sian Police and limited faci-
1ities and infrastructures, All of these become challe-
nges for the Indoneslian police in serving the public,
the nation and the state.

i1



KATA PENGANTAR,

. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tﬁhan Yang Maha-
Ea atas segala rahmat yg ialah dilimpahkanNya, sehingga
}nelitian ini dapat terselesaikan. Meskipun demikian, ka-
L menyadari bahwa seluruh ilmu pengetahuan yg kami milildi
dalah sangat'terbatag,seh;ngga kekurangan-kekurangan ma-
ih saja terdapat dalam penyajian laporan inl. Kelemahan-
elemahan dalam laporan ini bukan disengaja tetapi Jjuga
arena terbatasnya waktﬁ dan dana. _

Hasil penelitisn ini setidak-tidaknya dapat memperikan
.nfdrmasi dan gambaran mengenai peiaksanaan tugés Polri‘di
rilayan hukum Polsex Mranggen, khususnya yang berkaitan de-

\gan tugas menyelenggaralkan keamanan dan ketertiban masya-~

rakat (Kamtibmas).
Pada kesempatan ini, kami ingin menghaturkan terima ka=-

sih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Lemlit Uhdip yang te-~
lah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan_pene-
titian dan sekaligus memberikan dana untuk itu. Juga kepada
Bapak Kapoisek Mranggen beserta segenap jajarannya yaung te-

lah berkenan membantu kaﬁi; gserta Kepada semua pihak yags

telah membantu terlaksananya penelitian ini, tidaxk Jupa ka-~

mi menyampaikan ucapan terima kasih.

Semarang, Feb. 1995

team peneliti
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BAB I.
PENDAHULU AN,

Pembangunan sesungguhnya merupakan suatu proges perue

n sosilal yang direncanakan gpianned) dan dilkehendaki (in-

ed), sehingga dalam-penye;ensgaraannya pémbangunan ter-

it dileksanakan secara bertahap dan berencana. Pembangun-
rang sedang kita laksanakan tidak nanya menyangkut bidang
Lk-material saja tetapi juga menyangxut bidang mental-spi-

2atl. Tegasnya, pembangunan nasional kita bertujuan memben-

manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lanir dan batin.

Sepagal akibatnya, tidak satupun bidang kehidupan masya-
at tidak tersentuh oleh roda pembangunan. Sehubungan de-
in hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pes
srtian ini ialah bahwa kehidupan masyarakat pada dewasa i~
terasa gemakin kompleks yang diwarnal oleh berbagail peru-
han dalam masyarakat. Berbagai ciri dari perubahan sosiadl
u pada umumnya_adalah usaha perombakan terhadap tatanan so-~
al Lama yang sudah mapan kearah poia nidup yang baru, se-
ngga dalam kondisi seperti ini terdapat situasi sosial yg

:ndorong ke arah kemajuan seperti : pertumbuhan pengetanuan
ah meningkatnya kesejahteraén masyarakat, akan tetapi tidak

arang timoul pula implikasi negatif yg terjadi seperti ter-

adinya kontlik sosial. Implixkasi-implikasi negatif ini me-

upakan resiko dari adanya pembangunan yang harus aiperhi-
ungran sebelumnya. Dengan demikian pezbangunan mempunyai
implikasi yang sangat kompleks bagi kehidupan masyarakat.

t

]
Bertambah kompleksnya masalah-masalah ekonomi, pesatnya ke-



ijuan di bidang te&nologi, meningkatnya populasi penduduk
srta pbertambabnya fasilitas-tasilitas di vidang komunika-
L dan transportasi mengakibatkan semakin meningkatnya in-
ensitas pertemuan anta:a individu yang satu dengan yang
ain dalam memenuhl kenutuhan-kebutuhan dan kepentingannya.
dsamping itu, karena adanya perbedaan status sosial-~ekono-
i1 dalam masyarakat, budaya, serta latar belakang pendidik-~
in, memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial étaupun kon~-
!1ik antara individu yang sétu dengan yang laini sehingga
japat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan
dan ketertiban yang dipvina. Untuk itu situasi dan kondisi
yang memungkinkan terjadinya gangguan ternadap xeamanan dan
ketertiban masyarakat perlu terus diwaspadai.

Situasi Kamtibmas pada hakekatnya werupakan hasil dé-
ri perkembangaﬁ sosiai dan faktor-faktor korelatit yang
menjadi penyebab timbulnya gangguan maupun kriminalitas yg
beraspek [poleksosbud Hapnkam, baik di lingkungan yang ber-
sifat lokal maupun nasional, bahkan internasionai. Sebagal
fenomena sosial, gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan
gsudah lama menjadi bahan penelitian oieh para ahli dari ber
bagai disiplin ilmu walaupun pelum ada satu kesepakatan
yang pulat mengenai penengguiangan kejahatan ind, Berpasai

faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan sawtibmas anta-

ra lain : faktor eskonomi, sosial budaya, politik dan kemam-

puan aparat penegak hukum (Polri). Disamping itu partisipa-

si masyarakat di dalam rangka Kamtibmas ini sangat penting

sebagal pendukung dan pengemban cita-cita ,nasionar sesual



dengan ketentuan pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi : 'tiap
tiap warga negara berhak dan waJib ikut serta dalam usaha

pembelaan negara't,

Hakekat pembinaan Kamtibmas adalah untuk mencapai ke~

amanan dan ketertiban'masyarakat berdasarkan kagadaran dan
ténggung Jawab yang tinggi dari masyarakat secara swakarsa
sebagal perwujudan keamanan rakyat semeéta. Untuk mewujud-
kan ketertiban dan keamanan ini, partisipaéi &éri segenap
anggota masyarakat sangat diperlukan., Hal ini sesual dengan
Keputusan Menhankam yang tertuang didélam SKEP/B/66/1/1972
tentang pengesahan Doktrin Operasi Kamtibmaa, pada bab
pendahuluan butir 6b dikatakan :° '

‘"pada hakekatnya seluruh warga masyarakat adalah
pendukung dan pengemban serta pelaksana dari fung-
81 Kamtibmas. Secara institusional dalam ketata--
negaraan (Staatzorg) pelaksanaan tugas dan penye-
lenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di
bebankan pada ABRI pada umumnya dan POLRI pada
khususnya sebagal inti operasi Kamtibmas.

‘Hal inipun sesuai dengan tugas kepolisian RI sebagaimana
diatur di dalam UU No.13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisi-
an RI,dan UU No.20/1982 ﬁentang Pokok-pokok Pertahanan dan
Keawanan Negara RI. Pusal 30 ayat 4 UU Lo.20/1982 menyebut-
kan

"Kepolisian Negara RI bertugas : : :

a. Selaku aparat negara penegak hukuw memelihara
serta meningkatkan tertid hukum dan bersama-sa-
ma dengan segenap komponen kekuatan pertahanan
keoumunan negara lainnya, wembina ketentraman
masyarakat dalam 'wilaysh negara guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom
dalam memaberikan perlindungan dan pelayanan
kepada masyarakat bagl toegaknya ketentuan per-
aturan perundang-undangan.’
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C. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi
yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegi-
atan sebagaimana dimaksud dalam sub a dan b
ayat 4 pasal ini", _





